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P U T U S A N 

Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Sel 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara cerai gugat antara: 

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan 

SLTA, tempat kediaman di ---, Kabupaten Lombok Timur, 

sebagai Penggugat; 

melawan 

Teragugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, 

pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di 

---, Kabupaten Lombok Timur, namun saat ini tidak diketahui 

keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(GHAIB), sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di 

persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2023 

telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Sel, tanggal 01 

Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada 

tanggal 31 Desember 2010, dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Sikur, dengan bukti Akta Nikah Nomor --- tanggal 1 April 2011; 
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ---, 

Kabupaten Lombok Timur, dan terakhir di ---, Kabupaten Lombok Timur, 

telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniani 

1 (satu) orang anak bernama:  

- ANAK, NIK ---, Tempat Tanggal Lahir Selong, 13 Juni 2012 (umur 11 

tahun), Jenis Kelamin Perempuan; 

Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat 

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 

tahun 2011 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai pudar, karena 

antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;   

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut 

disebabkan karena;   

• Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap 

Penggugat; 

• Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan 

Penggugat; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat 

terjadi pada bulan April tahun 2013; 

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat 

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2013 

(selama 10 tahun 3 bulan) karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat 

terhadap keluarganya, sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman 

bersama; 

7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar, mempertahankan keutuhan 

rumah tangga, dan telah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil, 

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 KHI tidak bisa terwujud, oleh 

karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan 

perceraian ini; 
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 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: 

PRIMER 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Teragugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDER 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui 

Radio Hamzanwadi (RHN), Kabupaten Lombok Timur sebagaimana relaas 

Nomor 1004/Pdt.G/2023/PA.Sel tanggal 02 Agustus 2023 dan 05 September 

2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor --- tanggal 23 Januari 2023 

atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua 

Majelis telah bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah 

Disclaimer
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sesuai sesuai dengan aslinya, telah diberi tanggal dan paraf serta diberi 

kode bukti (P.1) 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sikur Kabupaten Lombok Timur 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor --- Tanggal 01 April 2011. Bukti 

surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis telah bermaterai 

cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah sesuai sesuai dengan aslinya, 

telah diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2); 

B.  Saksi: 

1.  Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat 

tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah Penggugat;   

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di ---, Kabupaten Lombok Timur, dan 

terakhir di ---, Kabupaten Lombok Timur; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah 

dikaruniai seorang anak, bernama ANAK; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah 

berpisah rumah sejak April 2013 sampai dengan sekarang dan 

sudah tidak bersatu lagi; 

-  Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah diserahkan oleh 

Tergugat;   

− Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat 

untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat 

akan tetapi tidak berhasil;  
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2.  Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat 

tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki 

hubungan dengan Penggugat sebagai Adik Penggugat;   

− Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami 

isteri yang sah;  

− Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan 

Tergugat tinggal bersama di ---, Kabupaten Lombok Timur, dan 

terakhir di ---, Kabupaten Lombok Timur, 

− Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK; 

− Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah berpisah 

sejak sekitar 10 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan 

selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah 

bersatu lagi;   

− Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah diserahkan oleh 

Tergugat; 

− Bahwa, saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, 

dan baik Penggugat maupun keluarganya sudah berusaha mencari 

keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya menasehati Penggugat 

untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat 

akan tetapi tidak berhasil;  

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan 

Penggugat;  

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang 

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan 

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana Pasal 149 RB.g; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa 

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, 

oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang 

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai 

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini 

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi; 
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Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan merupakan alat bukti 

yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, 

bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan 

dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 

dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa 

Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama 

Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah 

terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam 

perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 31 Desember 2010;  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in 

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan 

Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta 2 saksi 

Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 
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1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah berpisah rumah 

sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang Tergugat meninggalkan 

Penggugat dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan 

tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana 

layaknya suami isteri bahkan tidak ada kabarnya dan Tergugat tidak 

diketahui keberadaanya dan alamatnya; 

2. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan 

menanyakan kepada keluarga dan temen-teman Tergugat akan tetapi 

tidak ada yang mengetahui kabar dan keberadaan Tergugat; 

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar 

menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 

tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;  

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta 

fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir 

proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap 

permohonannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap 

mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh 

pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat 

hidup rukun kembali dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum 

ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa 

saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan 

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di 

atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus 

ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi; 

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan 

apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan 

mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga 

menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini 

sesuai qoidah fiqhiyah:  

 

Artinya:  “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada 

menarik segala yang bermaslahat”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, 

Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti 

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan 

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat 

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta 

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu 

patut dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  
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MENGADILI: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di 

persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Teragugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Mohammad Irsad 

Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy dan Fatkun Qorib, S.Sy 

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut 

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nim 

Zuhri, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat. 

 

Ketua Majelis 

 

 

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. 

Hakim Anggota 

 

 

Kunari, S.Sy. 

Hakim Anggota 

 

 

Fatkun Qorib, S.Sy. 

Panitera Pengganti 

 

 

Nim Zuhri, BA. 
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Perincian Biaya: 

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00 

2. Proses  : Rp.  75.000,00 

3. Panggilan  : Rp. 300.000,00 

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00 

5. Redaksi  : Rp.  10.000,00 

6. Meterai  : Rp.  10.000,00 

Jumlah   Rp. 445.000,00 

    (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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